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KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN CILACAP      

     

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  

NOMOR : 7 TAHUN 2026 

TENTANG 

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP , 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas Dan Tanggung 

Jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan 

Surat Komisi Pemilihan Ummum Republik Indonesia 

Nomor 47/PW.01/10/2022 tanggal 18 Januari 2022 

perihal penunjukan Satuan Kerja Pilot Project 

Implementasi Pembangunan Zona Integritas, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaen Cilacap menyusun 

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 

2026;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap  tentang 

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Cilacap Tahun 2026. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); 
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 

Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 
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M E M U T U S K A N : 

Menetapkan 

 

: 

 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

CILACAP TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA 

INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026 

KESATU 

 

 

: Lampiran Rencana Aksi tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan 

 
Ditetapkan di Cilacap  

Pada Tanggal 26 Januari 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN CILACAP , 

 

ttd. 

 

WEWENG MARETNO 

 

 



LAMPIRAN : 

NO KOMPONEN BUKTI FISIK

1 2 5

I Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

a. Tersusunyas tim kerja 

pembangunan zona integritas

Pembentukan tim kerja 

pembangunan Zona Integritas 

KPU Kab. Cilacap Tahun 2026

SK Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas 

KPU Kab. Cilacap Tahun 2026

b. Terpilihnya penentuan anggota 

Tim melalui 

prosedur/mekanisme yang 

jelas

Menetapkan anggota Tim melalui 

prosedur/mekanisme yang jelas

BA Pembentukan Tim Pembangunan Zona 

Integritas Tahun 2026

a. Tersusunya dokumen rencana 

kerja pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM

Menyusun dokumen rencana

aksi pembangunan Zona 

Integritas

SK Rencana Aksi Pembangunan Zona 

Integritas KPU Kab. Cilacap Tahun 2026

b. Terdapat target-target prioritas 

yang relevan dengan tujuan 

pembangunan WBK/WBBM

Menyusun indikator capaian 

kinerja tim dan target waktu 

pelaksanaan prioritas rencana 

aksi dalam pembangunan zona 

integritas

SK Rencana Aksi Pembangunan Zona 

Integritas KPU Kab. Cilacap Tahun 2026

1

2

3 4 6

MANAJEMEN PERUBAHAN

Penyusunan Tim 

Kerja Menejemen

Rencana 

Pembangunan Zona 

Integritas

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP                                                                      

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2026

 TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM KPU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

INDIKATOR LANGKAH AKSI Waktu Pelaksanaan



c. Terdapat mekanisme atau 

media untuk mensosialisasikan 

pembangunan WBK/WBBM

Penyusunan dokumen rencana

aksi pembangunan ZI,

mensosialisasikan ke seluruh

pegawai dan melalui website

1. Keputusan KPU Kab. Cilacap Nomor 13 

Tahun 2025  tentang Penetapan Akun 

Website dan Medsos KPU Kab. Cilacap;

2. Keputusan KPU Kab. 

Cilacap Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Akun Medsos JDIH KPU 

Kab.Cilacap;

3. Banner ZI di website KPU Cilacap; 

4. Banner ZI di media sosial resmi KPU 

Cilacap;

5. Banner ZI di lingkungan kantor KPU 

Cilacap.

6. Running Teks ZI  

7. Link: Media Sosialisasi Pembangunan ZI

a. Terlaksananya seluruh 

kegiatan pembangunan yang 

sudah sesuai dengan rencana

Melaksanakan monitoring dan 

rapat evaluasi pelaksanaan Zona 

Integritas

Monitoring rencana aksi Zona Integritas

b. Terlaksananya monitoring dan 

evaluasi terhadap 

pembangunan Zona Integritas

Menindaklanjuti hasil monitoring 

evaluasi pelaksanaan Zona 

Integritas

Rapat Kerja Evaluasi Pengisian LKE Zona 

Integritas

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi 

telah ditindaklanjuti

Menyusun laporan pelaksanaan 

rencana kerja Zona Integritas

Laporan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Zona 

Integritas

a. Penerapan pimpinan sebagai 

role model dalam pelaksanaan 

Pembangunan WBK/WBBM

Pimpinan memberikan teladan 

kehadiran dengan 

mengisi/mencatat absensi 

kehadiran

Daftar hadir pimpinan, dokumentasi apel, 

dan pembinaan pegawai (setiap hari senin)

b. Telah ditetapkanya agen 

perubahan 

Menyusun dokumen budaya kerja 

SIGAP (Suportif, Inovatif, Gigih, 

Adaptif, Profesional )

SK Reformasi Birokrasi dan SK Zona 

Integritas

c. Telah dibangunnya budaya 

kerja dan pola pikir di 

lingkungan organisasi

Menetapkan agen of change 

KPU Kab. Cilacap melalui SK 

Tim Reformasi Birokrasi

- Daftar Hadir/absensi Pegawai  dan 

Kegiatan Apel Pagi, Pembinaan Pegawai.                                                                   

- SK Budaya Kerja SIGAP (Suportif, Inovatif, 

Gigih, Akuntabel Profesional ), Banner 

SIGAP (fisik, web)

d. Keterlibatan anggota 

organisasi dalam 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

Melibatkan seluruh jajaran  

organisasi dalam pembangunan 

Zona Integritas

SK Tim Pembangunan ZI dan Reformasi 

Birokrasi

II

2

3

4

PENATAAN TATA LAKSANA

Rencana 

Pembangunan Zona 

Integritas

Pemantauan dan 

Evaluasi 

Pembangunan 

WBK/WBBM

Perubahan pola pikir 

dan budaya kerja



a. Tersusunya SOP yang  

mengacu pada peta proses 

bisnis instansi dan dipahami 

oleh seluruh pegawai

Menyusun SOP KPU Kab. 

Cilacap yang sesuai dengan Peta 

Proses Bisnis Satker

SK Standar Operasional Prosedur Tahun 

2026

b. Menerapkan Prosedur 

Operasional Tetap (SOP)

Melaksanakan pengawasan 

internal secara berjenjang untuk 

memastikan seluruh pegawai 

telah Menerapkan SOP yang 

telah diterapkan

Standar Operasional Prosedur pada masing - 

masing Subbag

c. Pelaksanaan Evaluasi 

Prosedur Operasional Tetap 

(SOP) 

Melaksanakan evaluasi tahunan 

terhadap Dokumen SOP yang 

telah dibuat

- Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi 

SOP yang ada serta rekomendasi tindak 

lanjut.                                                          - 

Surat Sekjen No 979/ORT.06-SD/01/2025 

Perihal Evaluasi SOP

- perubahan SOP lama ke SOP yg baru

- Tabel Daftar Inventaris SOP

- Tabel Monitoring pelaksanaan SOP

- Tabel evaluasi penerapan SOP

a. Diterapkanya Sistem 

pengukuran kinerja unit 

menggunakan teknologi 

informasi

Membangun sistem informasi 

absensi dan laporan kinerja 

harian pegawai yang 

terdokumentasi dan tergabung 

dalam E - Gov (SPBE) KPU Kab. 

Cilacap

- doku.kpuclp.my.id.                                    - 

SK SPBE KPU Kab. Cilacap,                         - 

Screenshoot/website Aplikasi

- E Lapkin

- E Kinerja

- E Monev

- SMART

b. Terlaksananya 

Operasionalisasi manajemen 

SDM yang sudah 

menggunakan teknologi 

informasi

Operasionalisasi manajemen 

SDM sudah menggunakan 

teknologi informasi

- SK SPBE KPU Cilacap

- E Cuti

- E SPPD

- SIDOKU

- Link Laporan Kinerja Harian

- SIMPEL

- SIMPEG

- MYASN

- Presensi Kehadiran

c. Terlayaninya publik dengan 

menggunakan teknologi 

informasi

1. Menetapkan Srtuktur Pejabat 

Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan KPU 

Kab. Cilacap.                   2. 

Menetapakan daftar informasi 

dan dokumentasi yang dapat 

diakses oleh publik                   3. 

Tersusunya jadwal piket petugas 

layanan informasi publik di 

lingkungan KPU Kab. Cilacap

- SK Struktur Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi                                         - 

SK Daftar Informasi publik, Jadwal piket 

Informasi publik, PPID KPU Cilacap

- Website JDIH

- Media sosial KPU Kab Cilacap

- RPP Digital

- Layanan aduan Daftar Pemilih

Prosedur Oprasional 

Tetap (SOP) Kegiatan 

utama

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik

1

2



d. Terlaksananya monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan 

informasi publik.

Monitoring dan dan evaluasi 

secara periodik terhadap :           - 

layanan informasi dan 

dokumentasi di KPU Kab. 

Cilacap.                                      - 

pemanfaatan teknologi informasi 

dalam pengukuran kinerja unit, 

operasionalisasi SDM, dan 

pemberian layanan kepada publik

- LKE SAKIP

- Laporan E Kinerja Smt (menggunakan 

format di SPIP)

- Laporan PPID 

a. Telah diterapkanya Kebijakan 

tentang  keterbukaan informasi 

publik 

1. menyiapkan ruang khusus dan 

sarpras pendukung layanan 

informasi publik sesuai standar 

ketentuan                                   2. 

Menunjuk petugas layanan 

informasi publik, melakukan 

monitoring E-PPID.                   3. 

Memastikan bahwa aksesibilitas 

terhadap informasi dan 

dokumentasi yang dapat diakses 

oleh publik sesuai dengan 

standar ketentuan undang - 

undang keterbuakaan informasi

- SK Tim PPID

- SK Daftar Informasi Publik

- SOP Pelayanan Informasi Publik

- Screenshoot E-PPID/link E-PPID 

(Menyesuaikan dengan PKPU Nomor 4 

Tahun 2025

b. Telah dilakukannya  monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan 

informasi publik

Melaksanakan rapat monitoring 

dan evaluasi terkait kebijakan 

keterbukaan informasi publik

- LAPORAN PPID.pdf

- Rapat Penyusunan DIP

III

a. Tersusunya kebutuhan 

pegawai unit kerja yang 

mengacu kepada peta jabatan 

dan hasil analisis beban kerja 

untuk masing-masing jabatan

1. Menyusun analisa kebutuhan 

pegawai yang sesuai dengan 

analisis beban kerja,                2. 

Menyususun analis beban kerja 

dan jabatan sesuai tupoksi pada 

satker kpu kab. cilacap

- Rekap pegawai

- DUK

- Analisis Beban Kerja 

- Penyesuaian SOTK (Surat Sekjen , PKPU 

21/2023)

- SK JF , SK Struktural

b. Penempatan pegawai hasil 

rekrutmen murni mengacu 

kepada kebutuhan pegawai 

yang telah disusun per jabatan

Menusun Data penempatan 

pegawai disesuikan dengan 

kebutuhan satker

- SK CPNS

- SK PPPK

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik

Keterbukaan Informasi 

Publilk

Perencanaan 

Kebutuhan Pegawai 

Sesuai Dengan 

Kebutuhan Organisasi

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

2

3

1



c. Terlaksananya monitoring dan 

evaluasi terhadap penempatan 

pegawai rekrutmen untuk 

memenuhi kebutuhan jabatan 

dalam organisasi telah 

memberikan perbaikan 

terhadap kinerja unit kerja

Melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap kinerja 

Pegawai

- Rekap pegawai

- DUK

- Daftar Penilaian SKP

a. Terlah dilakukanya mutasi 

pegawai antar jabatan dalam 

melakukan pengembangan 

karier pegawai

Menyusun daftar kebutuhan 

standar kompetensi pegawai 

pada masing - masing Sub 

bagian

- Dokumen daftar standar kompetensi 

pegawai pada masing - masing Sub Bagian 

b. Diterapkanya pola mutasi yang 

telah ditetapkan dalam 

melakukan mutasi pegawai 

antar jabatan dan 

memperhatikan kompetensi 

jabatan

Melaksanaan mutasi internal 

pegawai sesuai standar 

kompetensi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi pada setiap sub bagian

- SK Mutasi Internal (SK penempatan 

PPPK,PNS, Jabatan 

Struktural/Fungsional/JFU, Peraturan 

tentang Mutasi Pegawai) - Penataan 

pegawai (Adanya penambahan mutasi 

pegawai dari luar satker)

c. Telah dilakukannya monitoring 

dan evaluasi terhadap kegiatan 

mutasi yang berkaitan dengan 

perbaikan kinerja

melaksanakan monitoring dan 

evaluasi terhadap mutasi internal 

pegawai yang berkaitan dengan 

perbaikan kinerja

- E Kinerja (PNS, PPPK, CPNS))

a. Unit kerja melakukan training 

need analysis  untuk 

pengembangan

Kompetensi

1. Menyusun standar kebutuhan 

kompetensi pegawai yang 

dibutuhkan pada unit kerja kpu 

cilcap,                                       2. 

Menyusun daftar rencana 

pengembangan kompetensi  

pegawai (training need analysis ) 

melalui Diklat/Bimtek

- Daftar kebutuhan kompetensi pegawai 

pada unit kerja                                            - 

daftar rencana pengembangan kompetensi 

jabatan,                                            - 

Pegawai Bersertifikasi di KPU Cilacap 

(rekap Sertifikat Bendahara/PBJ/dll)

- Surat Tugas Pelatihan

b. Dalam menyusun rencana 

pengembangan kompetensi 

pegawai, telah 

mempertimbangkan hasil 

pengelolaan kinerja pegawai

Melakukan infentarisir dan 

dokumentasi terhadap laporan 

kinerja harian pegawai

- dokumentasi laporan kinerja harian            - 

daftar rencana  pengembangan kompetensi 

pegawai sesuai kebutuhan unit krja.                                                                

Pengembangan 

Pegawai Berbasis 

Kompetensi

Perencanaan 

Kebutuhan Pegawai 

Sesuai Dengan 

Kebutuhan Organisasi

Pola Mutasi Internal

1

2

3



c. Tingkat kesenjangan 

kompetensi pegawai yang ada 

dengan standar kompetensi 

yang ditetapkan untuk masing-

masing jabatan

1. Menyusun analis beban kerja 

masing masing fungsi Sub 

unit/Subbag,                                

2. Menyusun standar kompetensi 

pegawai yang di butuhkan dalam 

menjalankan fungsi,                                        

3. Mapping dan identifikasi 

kesenjangan antara kebutuhan 

pegawai yang memenuhi standar 

dengan fakta yanga ada.

- Analisis beban kerja, identifikasi                        

- kebutuhan kompetensi JF dan staf 

pelaksana                                             

d. Pegawai di Unit Kerja telah 

memperoleh kesempatan/hak 

untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi 

lainnya

Menyusun daftar nominatif 

pegawai unuk mengikuti diklat 

maupun pengembangan 

kompetensi lainnya

Surat Usulan  mengikuti pelatihan uji 

kompetensi 

e. Dalam pelaksanaan 

pengembangan kompetensi, 

unit kerja melakukan upaya 

pengembangan kompetensi 

kepada pegawai (seperti 

pengikutsertaan pada lembaga 

pelatihan, in-house training, 

coaching, atau mentoring)

Menyusun daftar nominatif 

pegawai unuk mengikuti diklat 

maupun pengembangan 

kompetensi yang di butuhkan.

- Surat rekomendasi mengikuti pelatihan uji 

kompetensi 

- Surat pengajuan uji kompetensi 

perpindahan JFU ke JF

f. Telah dilakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap hasil 

pengembangan kompetensi 

dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja

Melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap kegiatan 

pengembangan kompetensi yang 

telah diikuti

- Penilaian Kinerja (E Kinerja)

- Dokumen laporan monev pengembangan 

kompetensi pegawai

- Daftar nominatif pegawai yang lulus uji 

kompetensi jabatan

a. Terdapat penetapan kinerja 

individu yang terkait dengan 

perjanjian kinerja organisasi

Menyusun indikator kinerja 

individu, perjanjian kinerja dan 

Sasaran

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) KPU 

Cilacap

- Perjanjian Kinerja

b. Ukuran kinerja individu telah 

memiliki kesesuaian dengan 

indikator kinerja individu level

diatasnya

Menusun rencana dan sasaran 

kinerja individu dengan 

mengintervensi pembagian peran 

dan hasil jinerja level diatasnya. 

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) KPU 

Cilacap

- Perjanjian Kinerja

Pengembangan 

Pegawai Berbasis 

Kompetensi

Penetapan Kinerja 

Individu

3

4



c. melaksanakan penilaian 

kinerja individu melalui e-

kinerja secara periodik

setiap pegawai melaporkan 

sasaran kinerja individu secara 

periodik melalui e kinerja

SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) KPU 

Kab.Cilacap

d. Hasil penilaian kinerja individu 

telah dijadikan dasar untuk 

pemberian reward 

(pengembangan karir individu, 

penghargaan, dll)

Menyusun mekanisme penilaian 

pegawai teladan dan berprestasi 

dengan kriteria yang jelas

- SK pemberian reward kepada pegawai 

berprestasi,                                                 - 

Instrumen penilaian pegawai berprestasi,           

- BA Penilaian,                                              - 

Penetapan Tim Penilai

5

Penegakan Aturan 

Disiplin/Kode 

Etik/Kode Perilaku 

Pegawai

Aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku telah dilaksanakan/ 

diimplementasikan

Mensosialisasikan kode etik, dan 

peraturan disiplin pegawai 

kepada seluruh jajaran 

komisioner dan pegawai KPU 

Kab. Cilacap.

- Disiplin Pegawai (SK Sekjen KPU RI 

Tentang Disiplin Pegawai)

- Dokumentasi/Notulensi Pembinaan SDM

- Rapat Penegakan Disiplin Pegawai bulan 

Januari 2025 (dok, Notulen, DH))

6

Sistem Informasi 

Kepegawaian

Data informasi kepegawaian 

unit kerja telah dimutakhirkan 

secara berkala

Melakukan update data informasi 

kepegawaian terkait kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala 

dan perubahan data 

kepegawaian lainya

- Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMPEG)

- MYASN

- Daftar Nominatif Pegawai

IV

a. Pimpinan terlibat secara 

langsung pada saat 

penyusunan Perencanaan

Sekretaris KPU Kab. Cilacap 

memberikan pengarahan dan 

menyusun bersama Rencana 

Program dan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2026.

Keterlibatan Pimpinan (dok 

- Rapat Renstra

- Renja Tahunan 

- Rencana Aksi Kinerja 

- IKU

- Matriks Rencana Kegiatan bulanan

- Rapat penyusunanrencana kerja/kegiatan 

tahunan (Dok, Daftar Hadir, Undangan)

b. Pimpinan terlibat secara 

langsung pada saat 

penyusunan penetapan kinerja

Sekretaris KPU Kab. Cilacap 

terlibat dalam penyusunan 

RENSTRA, Rencana Kerja 

Tahunan, Dokumen Indikator 

Kinerja Utama, dan LAKIP

- Perjanjian Kinerja (Tk Pimpinan s.d 

Pelaksana)

- Penandatanganan Pakta Integritas

- Pelaporan Kinerja (LKJ)

- Dokumentasi Kegiatan Penilaian Kinerja   - 

Penandatanganan Pakta Integritas, dan 

Pelaporan Kinerja (LKJ)

c. Pimpinan memantau 

pencapaian kinerja secara 

berkala

Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi capaian kinerja secara 

periodik dan berjenjang

- Laporan Rapat Evalusi Capaian Kinerja

- E-Monev

- Capaian Output Kinerja Satker

Penetapan Kinerja 

Individu

Keterlibatan Pimpinan

PENGUATAN AKUNTABILITAS
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a. dokumen perencanaan kinerja 

sudah ada

Menyusun Rencamna kerja 

tahunan 2026 berdasarkan 

Renstra KPU Kab. Cilacap tahun 

2026 - 2030

Dokumen :

- Renstra

- Renja Tahunan 

- Rencana Aksi Kinerja 

- IKU

- Matriks Rencana Kegiatan bulanan 

b. Perencanaan kinerja 

berorientasi pada hasil 

Menyusun rencana kerja dan 

sasaran program kegiatan Renja 

tahun 2026 dengan target terukur

Dokumen :

- Rencana kerja Tahun 2026

c. Terdapat Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 

Menyusun Indikator Kinerja 

Utama

Dokumen :

- Indikator Kinerja Utama

d. Terdapat Indikator Kinerja yang 

telah memenuhi kriteria 

SMART

Menyusun E - Monitoring 

Evaluasi tepat waktu

dokumen :

- E-Monev

e. Pelaporan kinerja telah 

disesuaikan tepat waktu

Menyusun LAKIP 2025 sesuai 

dengan sistematika yang telah 

ditentukan

Dokumen :

- Laporan Kinerja KPU 

- Laporan Kinerja Sekretariat 

f. Laporan kinerja telah 

memberikan informasi tentang 

kinerja

Menyusun LAKIP 2025 Dokumen :

- Laporan Kinerja KPU 

- Laporan Kinerja Sekretariat 

g. Terdapat sistem 

informasi/mekanisme informasi 

kinerja

Menyusun LAKIP 2025 Dokumen :

- E-Lakip

- SMART

- E-Monev

h. Unit kerja telah berupaya 

meningkatkan kapasitas SDM 

yang menangangi akuntabilitas 

kinerja

Sosialisasi dan bimtek terkait 

penyusunan LAKIP

Dokumentasi bimtek penyusunan LAPKIN

V

a. Telah dilakukan public 

campaign  tentang 

pengendalian gratifikasi

Melakukan sosialisasi dan  public 

campaign anti gratifikasi melalui 

media sosial resmi KPU Kab. 

Cilacap, running teks, dan 

banner.

- Media Sosial resmi, Banner, Website, dan 

Running Teks

Pengelolaan 

Akuntabilitas Kinerja

Pengendalian 

Gratifikasi
1
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b. Pengendalian Gratifikasi telah 

diimplementasikan

Membuat Tim Unit Pengendalian 

Gratifikasi,

Memasang poster tentang 

gratifikasi di lingkungan 

Sekretariat KPU Kab. Cilacap

- SK Unit Pengendalian Gratifikasi 

- Layanan Pengaduan Masyarakat melalui 

SP4N Lapor 

- Laporan Gratifikasi

- Rapat Internaliasi Pengendalian Gratifikasi 

di Lingkungan KPU Kab. Cilacap

a. Telah dibangun lingkungan 

pengendalian

Menyusun dokumen SPIP yang 

menguraikan unsur 

pengendalian.

- Penerapan SPIP KPU Cilacap melalui 

Rekap penyampaian Kartu kendali SPIP 

bulanan

- Laporan SPIP SMT dan tahunan

- BA Rapat Pleno

- Dokumentasi Rapat Pleno

- SK TIM SPIP

b. Telah dilakukan penilaian risiko 

atas pelaksanaan kebijakan

Menyusun daftar resiko dan 

rencana tindak pengendalian 

untuk setiap program dan 

kegiatan yang direncanakan.

- Risk Register Risiko KPU Cilacap

c. Telah dilakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir resiko yang 

telah diidentifikasi

1. Menyusun daftar resiko dan 

rencana tindak pengendalian 

pada setiap program dan 

kegiatan,                                                                                                

2. Melakukan rapat pleno 

pengendalian internal secara 

periodik 

- Risk Register Risiko

- LKE/Penilaian mandiri maturitas                                                

- laporan kartu kendali SPIP bulanan

d. SPI telah diinformasikan dan 

dikomunikasikan kepada 

seluruh pihak terkait

1. Melakukan sosialisasi 

pencegahan gratifikasi dan 

konflik kepentingan kepada 

seluruh jajaran KPU Kab. 

Cilacap,                                                                   

2. Mensosialisasikan seluruh 

register resiko dan tindak 

pengendalianya kepada seluruh 

jajaran KPU Kab. Cilacap

- Penerapan SPIP KPU Cilacap melalui 

Rekap penyampaian Kartu kendali SPIP 

bulanan

- Laporan SPIP SMT dan tahunan

- Scan BA Pleno

- Dokumentasi Pleno/Sosialisasi

- Bimtek SPIP oleh KPU Provinsi Jateng

a. Kebijakan Pengaduan 

Masyarakat telah 

diimplementasikan

Melakukan Sosialisasi mengenai 

Implementasi Pengaduan 

Masyarakat yang dilakukan oleh 

pegawai KPU Kab. Cilacap 

secara langsung ataupun online

- E-Banner, saluran pengaduan masyarakat 

melalui media sosial KPU Kab. Cilacap (E-

mail, WhatsApp, Tlpn, Link Bitly di website

- SOP Pengaduan Masyarakat

Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah

(SPIP)

Pengaduan 

Masyarakat

Pengendalian 

Gratifikasi
1
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b. Pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti

Menyusun Laporan dan merekap 

setiap bulan Pengaduan 

Masyarakat

- Rekap jumlah pengaduan masyarakat yang 

masuk dan ditindak lanjuti dalam periode 1 

tahun

- Laporan Pengaduan Masyarakat

c. Telah dilakukan monitoring dan 

evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat

Melakukan monitoring dan 

evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat secara 

periodik

- Laporan Tindak Lanjut Pengaduan 

Masyarakat 

d. Telah menindaklanjuti hasil 

evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat

Menindaklanjuti rekomendasi 

hasil evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat

- Laporan Tindak Lanjut Pengaduan 

Masyarakat 

a. Whistle Blowing System sudah 

diterapkan

Mensosialisasikan pedoman 

pelaksaan Whistle Blowing 

System serta sosialisasi tata cara 

penyampaian WBS dengan 

berkoordinasi dengan inspektorat

- E-Banner, 

- Sosialisasi Whistle Blowing System (Daftar 

hadir, notulen, undangan dan dokumentasi 

kegiatan sosialisasi internalisasi Whistle 

Blowing System)

b. Telah dilakukanya evaluasi 

atas penerapan Whistle 

Blowing System

Melakukan evaluasi atas 

penerapan WBS

Rekap Laporan pengaduan pada menu 

Whistle Blowing System KPU Kab. Cilacap

c. Hasil evaluasi atas penerapan 

Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti laporan hasil 

monev WBS

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan 

pengaduan Whistle Blowing System KPU 

Cilacap

a. Telah terdapat identifikasi/ 

pemetaan benturan 

kepentingan dalam tugas 

fungsi utama

Tim ZI KPU Kab. Cilacap 

melakukan Identifikasi/ pemetaan 

benturan kepentingan dalam 

tugas fungsi utama

- Penanganan Benturan Kepentingan 

(Perjanjian Kinerja KPU, Sekretarias)             

- Surat pernyataan bebas benturan 

kepentingan.

b. Penanganan benturan 

kepentingan telah di 

sosialisasikan/internalisasi

Melakukan rapat internal dan 

sosialisasi terkait dengan 

Penanganan benturan 

kepentingaan di lingkungan KPU 

Kab. Cilacap

- Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan 

pada KPU Kab. Cilacap                                   

- Surat pernyataan bebas benturan 

kepentingan.

c. Penanganan benturan

kepentingan telah 

diimplementasikan

Menyusun Pencegahan dan 

Pelaporan Penanganan Benturan 

Kepentingan

- laporan penanganan benturan kepentingan                                                      

- Undangan, Daftar hadir, Laporan terkait 

rapat Internal dan Sosialisasi

d. Telah dilakukan evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan

melaksanakan monitoring dan  

evaluasi penanganan benturan 

kepentingan di KPU Kab. Cilacap

Benturan Kepentingan (Perjanjian Kinerja 

KPU, Sekretarias)

Pengaduan 

Masyarakat

Whistle Blowing 

System

Penanganan Benturan 

Kepentingan
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e. Hasil evaluasi atas 

penanganan benturan 

kepentingan telah 

ditindaklanjuti

Melakukan tindak lanjut atas 

laporan evaluasi penanganan 

Benturan Kepentingan 

Penanganan Benturan Kepentingan 

(Perjanjian Kinerja KPU, Sekretarias)

VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Terdapat kebijakan standar 

pelayanan

Melakukan perbaikan layanan 

sesuai dengan standar 

pelayanan publik yang telah di 

tetapkan 

- SK Standar Pelayanan Publik

- SK PPID

- SOP Pelayanan permohonan informasi

- Alur

b. Standar pelayanan telah 

dimaklumatkan

Menyusun maklumat pelayanan 

publik dan mensosialisasikan 

kepada masyarakat.

- Maklumat Pelayanan

c. Dilakukan reviu dan perbaikan 

atas standar pelayanan 

Melakukan evaluasi dan 

perbaikan SOP pelayanan publik 

yang memenuhi prinsip standar ; 

kualitas, digitalisasi dan terpadu, 

profesionalisme ASN 

(BerAKHLAK), perbaikan 

berkelanjutan.

- Reviu dan Standar perbaikan pelayanan

- Monev PPID

- Rekap Laporan Permohonan

- Jadwal Pelayanan

d. telah melakukan publikasi atas 

standar pelayanan dan 

maklumat pelayanan

Publikasi standar pelayanan KPU 

Kab. Cilacap dan maklumat 

pelayanan melalui laman resmi 

KPU Kab. Cilacap.

- Publikasi Maklumat Standar Pelayanan

- Website resmi KPU

- E-PPID

- SK Standar Pelayanan Permohonan 

Informasi

a. Telah dilakukan berbagai 

upaya peningkatan 

kemampuan dan/atau 

kompetensi tentang penerapan 

budaya pelayanan prima

Sosialisasi pelayanan prima, dan 

seluruh petugas/pelaksana 

layanan memiliki kompetensi 

sesuai kebutuhan jenis layanan

- SK PPID

- SK Budaya Kerja

- Rapat (Und, Daftar Hadir, Notulensi)

- Praktek/on training pelayanan) / sharing 

knowleg

b. Informasi tentang pelayanan 

mudah diakses melalui 

berbagai media

Menginformasikan pelayanan 

yang dapat diakses melalui 

berbagai media (misal : website, 

media sosial, media cetak)

- E- PPID

- Website

- Medsos

- Youtube

c. Telah terdapat sistem 

punishment  (sanksi) / rewa rd 

bagi pelaksana layanan 

Memberikan penghargaan bagi 

pegawai yang berprestasi dan 

sanksi bagi pegawai yang 

melanggar

- SK Pegawai Berprestasi

- Piagam Penghargaan, - Keputusan 

penjatuhan hukuman disiplin

d. Telah terdapat sistem 

pemberian kompensasi kepada 

penerima layanan bila layanan 

tidak sesuai standar

Membuat Keputusan pemberian 

Sistem pemberian kompensasi 

kepada penerima layanan bila 

layanan tidak sesuai standar

- ALur pelayanan informasi

- SOP PPID

- Mekanisme sengketa permohonan 

informasi

Budaya pelayanan 

prima

Penanganan Benturan 

Kepentingan

Standar Pelayanan1
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e. Telah terdapat sarana

Layanan terpadu/ terintegrasi

Memperbaiki ruang pelayanan 

PPID, RPP, dan membentuk 

helpdesk dalam layanan krusial, 

pelayanan online melalui WA 

(Whatsapp)

- ruang pelayanan PPID, RPP, Helpdesk, 

Media Center                                                  - 

Fasilitas ramah disabilitas dan kaum rentan

f. Terdapat Inovasi pelayanan Membuat inovasi pelayanan 

informasi kepemiluan melalui 

tayangan Podcast, konten kreator 

jelajah pemilu

- Website E-PPID

- JDIH

- E RPP

- Media Sosial

a. Terdapat media pengaduan 

dan konsultasi pelayanan yang 

terintegrasi dengan SP4N-

Lapor!

Membuat media pengaduan dan 

konsultasi pelayanan yang 

terintegrasi dalam sistem di 

laman resmi KPU Kab. Cilacap

- Website Pengaduan Masyarakat

- SS Website SP4N Lapor 

- SS Website Whistle Blowing System

b. Terdapat unit yang mengelola 

pengaduan dan konsultasi 

pelayanan

Menyusun Keputusan 

penunjukan petugas pengelola 

layanan pengaduan dan 

konsultasi pelayanan

- SK PPID

- SK/ST Pengaduan dan Konsultasi                   

- petugas pengelola layanan

c. Telah dilakukan evaluasi atas 

penanganan keluhan/masukan 

dan konsultasi

melakukan evaluasi atas 

penanganan keluhan/masukan 

dan konsultasi secara periodik

- Rekap Laporan Monitoring Pengaduan

- Kontak dan Link Pengaduan

a. Dilakukannya survey kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan

Melakukan survey pelayanan 

masyarakat secara langsung 

ataupaun terbuka melalui website 

secara periodik

- Survei Kepuasan Mayarakat setiap kuartal

- Hasil IKM pada website

b. Hasil survey kepuasan 

masyarakat dapat diakses 

secara terbuka

Mempublikasikan hasil survey 

kepuasan masyarakat secara 

online melalui website, medsos 

ataupun di ruang pelayanan

- Hasil SKM pada website  dan medsos

c. Dilakukan tindaklanjut atas 

hasil survey kepuasan 

masyarakat

menyusun daftar tindak lanjut 

hasil survai kepuasan 

masyarakat

- Tindak Lanjut atas Hasil SKM

- Laporan SKM

a. Telah menerapkan teknologi 

informasi dalam memberikan 

pelayanan

Mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi dalam 

memberikan pelayanan

- E-PPID

-  JDIH

- Website

- Permohonan Online

- Sarpras, Fasiltas dan tempat pelayanan

Budaya pelayanan 

prima

Pengelolaan 

Pengaduan

Penilaian kepuasan 

publik terhadap 

pelayanan

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi
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b. Telah dilakukan perbaikan 

secara terus menerus

Melakukan maintenance secara 

periodik terhadap jaringan dan 

seluruh aplikasi e - govermant

- Monev

- Rapat pengelola website dan media sosial 

( Undangan, Dftar Hadir, Notulensi))

c. Telah membangun database 

pelayanan yang terintegrasi

membangun layanan informasi 

terpadu dengan  berbagai 

aplikasi yang terintegrasi melalui  

portal info pemilu dan pemilihan

data base pelayanan terintegrasi pada 

website

- E-PPID

- JDIH

- E-RPP

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi
4


